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A. Kesimpulan
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berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di wilayah hukum pengadilan kota

g L

palembang (Putusan Nomor - 9/Pid.Sus/2022/Pn.Plg) yaitu, Dalam ksus ini

terdakwa Manahong Bin Malepan telah terbukti secara sah melakukan tindak
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pidana berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan

g g

oleh Syahbandar dengan pidana penjara Selama 1 (satu) tahun dengan
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah
terdakwa tetap di tahan dan menjatuhkan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua
puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

2. Faktor — faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak
pidana berlayar tanpa memiliki surat izin berlayar yang di keluarkan oleh

syahbandar yaitu :

1. Faktor kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia Aparat Penegak Hukum;
's»;,_

 Faktor Sarana dan Fasilitas;
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